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ABSTRACT
The function shift of wakaf land means a change in the use and the status of wakaf land other than those specified in wakaf declaration (ikrar wakaf). The function shift aims to utilize and to make good use of the wakaf land already donated for religious or community use by a person or his/her heir which, however, has no effective function or can not be utilized in accordance with the wakaf declaration. By shifting its function, the land shall give better public benefit. It is a legal sociological research being descriptive in nature. 
The research finding indicates that there are various factors which cause the function shift of wakaf land in Jambi city such as old establishments on the land, high and profitable value of the land, unproductive land, road expansion and development of the wakaf land. The function shift of wakaf land in Jambi city has not been fully implemented pursuant to the effective relevant law or regulation (Government Regulation Number 28 Year 1977). This is illustrated by the implementation of function shift of wakaf land at Village Administration Office of Eka Jaya, Madrasah Syari’at Islam (Islamic school) and funeral site of Talang Bakung. Some hindrances in implementing the function shift of wakaf land are, for example,  time consuming and complicated procedure, limited fund for land certification, lack of socialization from Ministry of Religion Affairs, less coordination between Ministry of Religion Affairs and National Land Office (BPN), inadequate human resources for administering the wakaf land, insufficient legal know-how and attention of the wakaf land administrators, and less supervision from Ministry of Religion Affairs on the implementation of function shift of the wakaf land in Jambi city.  As to the impact of the function shift of wakaf land,  there is no significant effect on the land status. However, the very change in status such as land sale and land swindle will affect the wakaf land status. In other words, it may not be called the wakaf land any longer as its status has shifted. 
I.   PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, baik sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan perkantoran, kegiatan usaha, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, maupun sebagai tempat kegiatan pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Fungsi tanah untuk kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas selain dapat diperoleh dengan cara jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, hibah, warisan, dapat juga  dengan cara wakaf. 

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama,  karena wakaf merupakan anjuran dalam agama Islam yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka yang memberi wakaf (waqif) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintah-Nya. Dimensi sosial ekonomi karena syari’at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dalam kegiatan wakaf melalui uluran tangan seorang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa. 

Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial didalam Islam yang sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, masalah wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum agama (Islam) juga terikat dengan aturan-aturan Hukum Agraria Nasional. Karena begitu pentingnya masalah wakaf ini dalam Hukum Agraria Nasional yang menganut paham, bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial,
 yang akan mendatangkan manfaat dan mashlahat bagi kepentingan umum, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukkan secara khusus, dan keberadaannya  diakui dan dilindungi oleh Negara. 

Meskipun bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat Sunnah (anjuran), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah yang merupakan kelebihan  perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Hal ini dapat diketahui dari  berapa banyak bangunan  Sekolah/Madrasah,  Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Panti Asuhan, Masjid dan sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selain itu juga untuk membayar gaji para guru/ stafnya serta beasiswa para siswa/ mahasiswanya ada juga yang bersumber dari wakaf. Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Pemerintah untuk mengatur pengelolaan wakaf, sebagai salah satu sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. 

Pengaturan tentang wakaf dalam Perundang-undangan telah dilakukan di Indonesia sejak zaman penjajahan dan hingga saat ini. Dalam perkembangannya wakaf dengan objek tanah semakin mendapat pengukuhan dan dilindungi oleh Undang-undang di Indonesia. Hal ini dapat ditandai dengan pembaharuan Hukum Agraria yang sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia, sebagaimana terlihat di dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”
.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang “Perwakafan Tanah Milik”, yang diundangkan pada tanggal 10 Januari 1978. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2004 yang lalu, telah diundangkan pula Undang-Undang Tentang Wakaf, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Namun Undang-Undang Wakaf ini belum dapat dilaksanakan, karena masih menanti lahirnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dikatakan bahwa, wakaf adalah : “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dipahami, bahwa apabila seseorang berwakaf, maka haknya atas benda yang diwakafkan  tersebut menjadi hilang atau terputus.

Memanfaatkan benda wakaf, berarti menggunakan benda wakaf tersebut untuk diambil manfaatnya. Sedangkan benda asalnya (pokoknya) tetap, tidak boleh dijual,  dihibahkan dan  diwariskan
. Artinya benda wakaf tersebut mempunyai kedudukan yang khusus. Apabila pada suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak bisa lagi diambil manfaatnya / tidak produktif lagi atau sudah berkurang manfaatnya, atau adanya kesulitan untuk memanfaatkan  tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka adakah kemungkinan dapat dilakukan alihfungsi dan status (perubahan kegunaan dan perubahan status) terhadap tanah wakaf tersebut ?

Menurut ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah       No. 28 Tahun 1977, dikatakan :

“Bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan permanfaatan atas penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam  Ikrar Wakaf”.

Selanjutnya  dalam Pasal 11 ayat (2) dikatakan :

“Beberapa kemungkinan untuk mengadakan penyimpangan dari pada ketentuan tersebut dengan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama yaitu :

1. Karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan wakif.

2. Karena adanya kepentingan umum

Alihfungsi dan status tanah wakaf ini dimaksudkan, agar tanah yang telah diwakafkan oleh pemberi wakaf/wakif ataupun ahli warisnya, yang sudah tidak berfungsi lagi atau sudah kurang dalam memberikan manfaat kepada kepentingan umum atau tanah wakaf  yang tidak dapat digunakan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat lebih diberdayakan lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Tujuannya adalah  agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar untuk kepentingan umum.

Sebagai salah satu contoh tanah wakaf yang kurang bermanfaat/ kurang produktif dapat dikemukakan, seperti wakaf sawah yang diperuntukkan sebagai salah satu sumber dana suatu yayasan pendidikan, dan ternyata sawah tersebut akhirnya menjadi kering dan tidak subur lagi. Sehingga mengakibatkan tidak dapat lagi diambil hasilnya. Selain itu banyak lagi contoh-contoh dari tanah wakaf disekitar kita yang tidak diberdayakan karena tidak dapat digunakan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau tanah wakaf itu sudah berkurang manfaatnya atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Melihat kepada  contoh tanah wakaf tersebut di atas, ini berarti wakaf sawah yang sudah kering tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai tanah wakaf yang mengalami kerusakan. Hal ini tentu sangat mengancam akan keabadian pemanfaatan hasilnya. Padahal justru pemanfaatan inilah yang merupakan shadaqah jariyah yang senantiasa akan mengalirkan pahala secara terus menerus kepada pemberi wakaf (wakif) itu sendiri, walaupun siwakif telah meninggal dunia. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Departemen Agama (Depag) Kota Jambi,  dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di Kota Jambi, sampai dengan bulan Agustus 2005 yaitu 656 lokasi. Tanah wakaf yang mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan sudah terdaftar di BPN (Badan Pertanahan Nasional) berjumlah 466 lokasi (71%), sedangkan yang belum terdaftar, berjumlah 158 lokasi (25%), dan  sisanya 32 lokasi  masih dalam proses pendaftaran (4%). Dari jumlah tanah wakaf yang terdaftar tersebut (466 lokasi) terdapat dua lokasi alihfungsi dan status tanah wakaf yang dilakukan melalui Kantor Depag, yaitu tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan  Jambi  Selatan dan Kecamatan Jambi Timur.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 (hampir berusia 30 tahun), barulah tahun 2000-an ini terdapat alihfungsi dan status tanah wakaf yang dilakukan melalui Kantor Departemen Agama Kota Jambi. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Depatermen Agama Kota Jambi, bahwa salah satu bentuk alihfungsi dan status tanah wakaf tersebut, yaitu dimana dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah wakaf dimaksudkan wakif (pemberi wakaf) untuk Madrasah. Namun dalam kenyataannya tanah itu tidak berfungsi sebagai madrasah, akan tetapi dialihfungsikan/dimanfaatkan sebagai ruko (rumah toko). Sehubungan dengan hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan  alihfungsi  dan  status tanah wakaf  itu? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Berkaitan dengan uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan ingin mengadakan penelitian dengan judul  “Alihfungsi Tanah Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Status Tanah Wakaf di Kota Jambi”.

2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis merumuskan  masalah sebagai berikut :

a. Apakah faktor-faktor penyebab alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi ?

b. Bagaimanakah pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi ? 

c. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi ?

d. Bagaimanakah pengaruh alihfungsi terhadap status tanah wakaf tersebut ?
3.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

     a.  Kerangka Teoritis 

Teori Receptio a Contrario yang dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975) dan kemudian diikuti Sayuti Thalib (1924-1990) merupakan teori yang mendasari pembahasan tesis ini. Selain itu teori hukum dan perubahan sosial juga ada relevansinya dengan penulisan ini, karena kehidupan masyarakat yang terus berkembang juga mempengaruhi perubahan hukum. Disamping itu teori kesadaran hukum juga ikut mendukung dalam pembahasan ini.

Receptio a Contrario merupakan teori yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat baru berlaku apabila hukum agama telah menerimanya. Teori ini merupakan kebalikan dari teori resepsi, yaitu hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan dan ditolak. Berdasarkan teori Receptio a Contrario tersebut dikaitkan dengan alihfungsi tanah wakaf, dapat dipahami bahwa Nazhir dalam melakukan alihfungsi tanah wakaf tersebut haruslah dengan memperhatikan maksud-maksud syarak (Maqasid Syari’ah)
. Artinya sepanjang pelaksanaan alihfungsi yang dilakukan oleh Nazhir tersebut sesuai dengan maksud-maksud syarak, maka sepanjang itu pula alihfungsi dapat dibenarkan.

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa terhadap benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Atau dengan kata lain, bahwa  pada dasarnya terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan alihfungsi atau perubahan peruntukan/penggunaan ataupun statusnya selain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Namun dengan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat menimbulkan perubahan-perubahan yang dilakukan masyarakat dan menimbulkan perubahan hukum. 

Menurut Achmad Ali dengan mengutip pendapat Roscoe Pound,
 sebagai Bapak Ilmu Hukum Sosiologi yang memperkenalkan konsep hukum sebagai faktor penggerak ke arah perubahan sosial atau law is a tool of social engineering dalam tulisannya “Scope and purposes of sociological jurisprudence”. Berdasarkan teori itu dapat diketahui, bahwa dengan menjalankan suatu hukum, maka suatu kelompok masyarakat dapat diubah atau digerakkan ke arah sebagaimana yang dikehendaki    oleh hukum. Begitu pula sebaliknya, dengan perubahan sosial dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum.

Menurut Mazhab historis dan kebudayaan dari Von Savigny,    satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa.
 Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah pertimbangan rasional, tapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga.

Berdasarkan hasil Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi, tanggal 19 – 22 Januari 1975 di Semarang, telah disimpulkan secara umum, bahwa kesadaran hukum antara lain meliputi:
 (a) pengetahuan tentang hukum, (b) penghayatan fungsi hukum,               (c) ketaatan terhadap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum memerlukan pengetahuan untuk mengenal hukum, apalagi sudah menyangkut prosedur serta teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami orang banyak (masyarakat). Berdasarkan teori kesadaran hukum masyarakat dikaitkan dengan alihfungsi tanah wakaf, dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf.

        b. Kerangka Konseptual 


Pengertian alihfungsi dan status tanah wakaf
, adalah penggantian atau  perubahan terhadap peruntukan/penggunaan dan status tanah wakaf,  selain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Adapun perubahan status dalam hal ini adalah perubahan status tanah karena adanya pengalihan hak seperti jual beli, hibah, waris, tukar menukar (perubahan tempat) termasuk apa  yang lebih dikenal dengan istilah Ruilslag (tukarguling). Apabila kita dihadapkan pada suatu kenyataan dimana tanah wakaf sudah tidak berfungsi lagi atau sudah kurang memberikan manfaat kepada kepentingan umum atau tanah wakaf tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan wakaf yang diikrarkan wakif, maka masih ada kemungkinan untuk melakukan alihfungsi dan status tanah wakaf tersebut, walaupun ada juga diantara para ahli fiqih Islam yang tidak memperbolehkannya.

Tanah wakaf, adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (wakif) yang diperuntukkan/digunakan untuk peribadatan atau kepentingan umum (masyarakat banyak), bukan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan peruntukkannya atau tujuan wakaf. Sedangkan tanah yang dapat di wakafkan, adalah tanah yang berstatus tanah milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi si empunya tanah. Oleh karena itu apabila tanah tersebut diwakafkan, maka tidak menimbulkan akibat yang dapat menggangu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan tanah wakaf itu sendiri.
Wasit Aulawi
 menyatakan bahwa : “Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi’i. Namun dalam keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan pada ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat”.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 1977 :

Bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan pemanfaatan atas penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Akan tetapi ada beberapa kemungkinan untuk mengadakan penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yaitu : karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan wakif  dan karena adanya kepentingan umum
.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No 1 Tahun 1978 : bahwa prosedur untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf adalah : 

Nazhir berkewajiban mengajukan permohonan tentang perubahan fungsi tanah wakaf itu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi melalui KUA Kecamatan dan Kepala Kandepag Kabupaten/Kota, dengan menyebutkan alasan-alasannya. Masing-masing, jenjang memberikan pertimbangannya. Selanjutnya Kepala Kanwil Depag Cq Kepala Bidanglah yang berwenang memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut. Sedangkan untuk perubahan status tanah wakaf, Kepala Kanwil Depag meneruskan kepada Menteri Agama Cq Dirjend Bimas Islam dengan disertai pertimbangannya. Dirjend Bimas Islam berwenang menyetujui atau menolak permohonan itu secara tertulis. Perubahan ini diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

4.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah socio legal research yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian  dilakukan di Kota Jambi, yaitu di Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden, yaitu 10 orang Nazhir/pengurus tanah wakaf, baik Nazhir dari tanah wakaf yang dialihfungsi melalui Kantor Depag maupun tidak melalui Kantor Depag. Kemudian juga diwawancarai 2 orang wakif. Untuk Nazhir yang tidak melalui Kantor Depag dilakukan dengan cara Snowball Sampling (sampel bola salju). Selain itu juga dilakukan wawancara dengan informan, yaitu pejabat di lingkungan Depag (Kepala KUA Kec. Jambi Selatan dan Kec. Jambi Timur, Kakandepag Kota, KaKanwil Depag Provinsi  Jambi), Kepala BPN Kota Jambi, Ketua MUI serta tokoh masyarakat di Kota Jambi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kwalitatif, sehingga diketahui pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf dan kendala-kendala dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf tersebut.
II.  PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa : 

a. Faktor-faktor penyebab alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi terdapat keragaman, tergantung kepada lokasi tanah wakaf tersebut, antara lain :

1) Madrasah Nurul Iman Jambi di Kecamatan Jambi Selatan, yaitu karena sulitnya mencari dana untuk pengelolaan Madrasah tersebut,  termasuk untuk keperluan renovasi karena bangunan sudah cukup tua,  disamping itu karena nilai tanah cukup tinggi memberikan manfaat untuk pengembangan pendapatan, selain itu karena tanah wakaf tidak produktif lagi.

2) Langgar Miftahul Jannah di Kecamatan Jambi Timur, yaitu karena adanya pelebaran jalan sehingga bangunan semakin sempit, selain itu karena bangunan sudah cukup tua serta letaknya di pinggir jalan, sehingga mengganggu kekhusukan beribadah / shalat.

3) Kantor Kelurahan Eka Jaya di Kecamatan Jambi Selatan, yaitu karena tanah wakaf tersebut sudah sangat lama belum diberdayakan, sedangkan rumah ibadah sebagaimana yang diikrarkan wakif dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sudah ada di sekitar lokasi tanah wakaf tersebut.

4) Madrasah Syari’at Islam di Kecamatan Jambi Timur, yaitu karena kondisi bangunan sudah cukup tua, bangunan terletak di pinggir jalan, sehingga mengganggu kenyamanan belajar, nilai tanah cukup tinggi memberikan manfaat yang lebih besar untuk pengembangan pembangunan.

5) Tanah Pekuburan Talang Bakung di Kecamatan Jambi Selatan, yaitu karena tanah yang akan ditukarguling itu jauh lebih luas dari tanah wakaf yang ada dan lebih menguntungkan, sehingga tanah wakaf itu dapat lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum.

b. Pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi belum sepenuhnya    terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP No 28 Tahun l977).      Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf pada Kantor Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan, yaitu dalam hal prosedur pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, begitu pula Madrasah Syari’at Islam Kecamatan Jambi Timur dalam hal prosedur pelaksanaan tukar guling tanah wakaf itu juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian pula halnya dengan tanah Pekuburan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan. Sedangkan pelaksanaan alihfungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah alihfungsi pada tanah wakaf Madrasah Nurul Iman Jambi Kecamatan Jambi Selatan dan Langgar Miftahul Jannah Kecamatan Jambi Timur.
Berkaitan dengan pelaksanaan alihfungsi/tukar guling tanah wakaf tanpa melalui Kantor Depag sebagaimana tersebut di atas dapatlah dipahami, hal ini dikarenakan kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman responden tentang Peraturan Perwakafan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977, dimana sebahagian responden masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 12 dan Pasal 13  PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 1 Tahun 1978. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka melakukannya tanpa memperhatikan sesuai atau tidak alihfungsi tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagaian dari masyarakat itu memang tidak mengetahui akan adanya ketentuan yang mengaturnya. Walaupun sebagian lagi dari mereka ada juga yang mengetahuinya, namun tidak melaksanakannya. Pelaksanaan alihfungsi di luar ketentuan ini akan berakibat tidak adanya kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut. Apalagi kalau tanah wakaf itu ditukar guling, ini akan berpengaruh terhadap status tanah wakaf tersebut yang seharusnya diperlukan izin dari Menteri Agama. Disamping itu pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum  masyarakat (responden). Sebagaimana telah diuraikan,  bahwa kesadaran hukum itu meliputi : pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum.
 Dengan demikian kurangnya kesadaran hukum masyarakat ini  merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, khususnya Hukum Perwakafan, sehingga pelaksanaan alihfungsi dilakukan diluar ketentuan yang berlaku. Selain itu karena kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Agama, mempunyai dampak dimana sebagian besar dari Nazhir tersebut kurang mengetahui tugas/kewajibannya sebagai pengurus/pengelola harta wakaf. 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas diperoleh gambaran bahwa, teori Receptio a Contrario merupakan teori yang ada relevansinya dengan pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi. Hal ini dapat diketahui, dari pelaksanaan alihfungsi/status tanah wakaf tersebut yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh responden (para Nazhir), tanpa memperhatikan apakah alihfungsi itu sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Namun teori Receptio a Contrario dalam kenyataannya tidak utuh digunakan masyarakat dalam bidang wakaf ini. Terbukti dalam hal pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf tersebut sebahagian dari masyarakat masih ada yang memakai ketentuan-ketentuan adat berdasarkan teori Resepsi, yaitu masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan, tanpa memperhatikan kepentingan agama, dimana dalam  pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf tersebut tanpa meminta pendapat dari tokoh agama/fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).Hal ini dapat dilihat seperti dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf yang terdapat pada Kantor Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan, Madrasah Syari’at Islam Kecamatan Jambi Timur dan tanah wakaf Pekuburan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan. Sedangkan yang lainnya memakai teori Receptio a Contrario, yaitu dengan memperhatikan kepentingan agama, dimana dalam pelaksanaan alihfungsi tersebut dengan meminta pendapat tokoh agama/fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Jambi sebelum pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf tersebut. Hal ini terdapat pada tanah wakaf Madrasah Nurul Iman Kecamatan Jambi Selatan dan Langgar Miftahul Jannah Kecamatan Jambi Timur. 
Alihfungsi yang dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan ini sungguhpun bukanlah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, namun  hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP No.28 Tahun 1977. Alihfungsi dan status tanah wakaf yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Kota Jambi merupakan perubahan pandangan/pola pikir dan perilaku sebahagian masyarakat Jambi (khususnya Nazhir), yang sejak awal diyakini masyarakat yang mengikuti pendapat Imam Syafi’i, yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dialihfungsikan/ditukar, walau demi kepentingan manfaat sekalipun. Disamping itu karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap tanah sebagai lahan pengembangan usaha, dimana nilai tanah yang semakin tinggi merupakan peluang bagi masyarakat untuk memproduktifkan tanah kosong agar dijadikan lahan produktif/lahan bisnis. Dengan demikian perubahan pandangan/pola pikir dan perilaku masyarakat Jambi terhadap alihfungsi tanah wakaf menimbulkan perubahan hukum.
Walaupun Pasal 11 ayat (2) PP No 28 Tahun 1977 telah memberikan legalitas terhadap alihfungsi/tukar menukar tanah wakaf, setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama, dengan alasan karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang ikrarkan wakif dan demi kepentingan umum. Namun ketentuan ini tidak digunakan oleh masyarakat Jambi sebagai dasar untuk melakukan alihfungsi tanah wakaf  tersebut, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat (Nazhir) tentang Peraturan Perwakafan.

c. Kendala-kendala dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi dapat dibagi dua, yaitu yang dilakukan melalui Kantor Departemen Agama dan tanpa melalui Kantor Departemen Agama. Masing-masing kendala tersebut dapat dikemukakan di bawah ini :

1) Kendala Dalam Pelaksanaan Alihfungsi Tanah Wakaf Melalui Departemen Agama :

a) Proses dalam mengurus alihfungsi tanah wakaf sangat panjang, yaitu mulai dari mengajukan permohonan persetujuan alihfungsi ke KUA Kecamatan selaku PPAIW, diteruskan ke Kandepag Kota, dibentuk Tim Pemanfaatan Tanah Wakaf Masyarakat Kota Jambi (Tim Walikota), Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), diteruskan ke Kakanwil Depag, dan Kakanwil Depag meneruskan ke Menteri Agama. Selain itu proses alihfungsi tersebut memakan waktu yang lama.

b) Adanya keterbatasan dana dari masyarakat untuk penerbitan sertifikat tanah. 

c) Kurangnya sosialisasi dari Departemen Agama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat (khususnya Nazhir) tentang Peraturan Perwakafan, mempunyai dampak kurangnya pengetahuan dan pemahaman Nazhir tentang perwakafan.  

d) Kurangnya koordinasi yang baik antara Departemen Agama dengan BPN dalam mengurus sertifikat tanah wakaf (yang dialihfungsi). 

2) Kendala Dalam Pelaksanaan Alihfungsi Tanah Wakaf  Tanpa Melalui Kantor Departemen Agama 

a) Kurang lengkapnya administrasi merupakan kendala dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf dimana sertifikat atas tanah belum dipunyai responden/Nazhir. Begitu pula surat penyerahan wakaf dari wakif sudah tidak diketemukan lagi/hilang, karena ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan (tanpa melalui KUA Kecamatan). Sementara wakif tanah wakaf tersebut sudah meninggal dunia.

b) Masih minimnya kwalitas SDM Kenazhiran, karena kurangnya pelatihan/penataran yang diberikan pada Nazhir,  selain itu karena pemilihan Nazhir hanya berdasarkan kepercayaan masyarakat bukan berdasarkan kemampuannya. 

c) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat (responden) dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf, berakibat dilakukannya alihfungsi di luar ketentuan yang berlaku.

d) Kurangnya sosialisasi dari Departemen Agama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Perwakafan, mempunyai dampak minimnya tingkat pengetahuan dan pemahaman Nazhir tentang perwakafan. 

e) Kurangnya keseriusan para Nazhir dalam melaksanakan tugas/ kewajibannya sehingga berdampak lemahnya profesionalisme Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf. Padahal ini merupakan tanggung jawab hukum sebagai orang yang diberi amanah (dunia dan akhirat).

f) Kurangnya Pengawasan dari Departemen Agama terhadap pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf,  sehingga mereka tidak dapat mengantisipasi adanya alihfungsi tanpa melalui Kantor Departemen Agama. 

Berkaitan dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 walaupun telah berjalan hampir 30 tahun (sekarang 29 tahun), namun belum berhasil secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dipahami karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf tersebut. Alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi masih banyak yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam PP No.28 tahun 1977 (tanpa melalui Kantor Departemen Agama). Ini menunjukkan pengelolaan dan penataan manajemennya tidak tertata dengan baik. Hal demikian dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan hakikat tujuan wakaf yang sangat tidak menguntungkan bagi lembaga wakaf itu sendiri, yang selanjutnya akan berakibat lembaga wakaf kurang dan bahkan tidak mendapat simpati dari masyarakat. Dengan demikian untuk menjaga eksistensi lembaga wakaf khususnya tanah wakaf dari hal-hal yang dapat merugikannya, maka Pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan ini, agar untuk selanjutnya pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Perwakafan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977.
d. Pengaruh alihfungsi terhadap status tanah wakaf, adalah apabila tanah wakaf itu dilakukan alihfungsi/perubahan peruntukan, maka statusnya  tetap sebagai tanah wakaf. Artinya perubahan peruntukan/kegunaan tanah wakaf itu tidak berpengaruh terhadap status tanah wakaf.  Sedangkan apabila tanah wakaf itu dilakukan perubahan statusnya misal dijual, ditukarguling atau tindakan hukum lainnya yang bersifat peralihan hak atas tanah, maka ini akan berakibat berubahnya status tanah wakaf itu menjadi bukan tanah wakaf, karena tanah wakaf sudah dialihkan ke tempat lain. Namun demikian alihfungsi dan status tanah wakaf tidaklah berpengaruh terhadap hakikat dari benda wakaf itu sendiri, walaupun tanah wakaf itu telah dialihfungsikan atau dipindahkan. Alihfungsi dan status ini hanyalah mengubah manfaatnya atau tempatnya saja, namun tidak mengubah hakikat tanah tersebut sebagai tanah wakaf.
III.    KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Faktor-faktor penyebab alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi terdapat keragaman antara lain, karena bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf umumnya sudah cukup tua, nilai tanah cukup tinggi dan lebih menguntungkan, tanah wakaf tidak produktif lagi, adanya pelebaran jalan dan untuk pemberdayaan tanah wakaf. 

b. Pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP No. 28 Tahun 1977), hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan alihfungsi pada Kantor Kel. Eka Jaya, Madrasah Syari’at Islam dan tanah pekuburan Talang Bakung. 

c. Kendala-kendala dalam pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf, yang melalui Kantor Depag yaitu proses alihfungsi sangat panjang dan lama, adanya keterbatasan dana sertifikat tanah, kurangnya sosialisasi dari Depag, kurangnya koordinasi antara Depag dan BPN. Sedangkan kendala-kendala tanpa melalui Kantor Depag antara lain, kurang lengkapnya administrasi, minimnya kualitas SDM kenazhiran, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi dari Depag, kurangnya keseriusan para Nazhir, serta kurangnya pengawasan dari Depag terhadap pelaksanaan alihfungsi tanah wakaf di Kota Jambi.

d. Pengaruh alihfungsi terhadap status tanah wakaf, dimana alihfungsi tersebut tidak berpengaruh terhadap status tanah wakaf, sedangkan perubahan statusnya seperti dijual, ditukarguling akan berpengaruh terhadap status tanah wakaf menjadi bukan tanah wakaf, karena tanah wakaf sudah dialihkan ke tempat lain. 

2. Saran-saran 

a. Diharapkan Departemen Agama ataupun pihak yang terkait dapat  melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perwakafan kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada Nazhir secara kontinyu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kwalitas SDM Kenazhiran. Dengan demikian wakaf dapat menjadi lembaga profesional, amanah dan transparan. 

b. Hendaknya Departemen Agama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perwakafan dalam masyarakat, agar dapat mengantisifasi adanya alihfungsi tanah wakaf yang dilakukan tanpa melalui Kantor Departemen Agama.  

c. Dalam  rangka  pemberdayaan dan  pengembangan  wakaf produktif, maka diperlukan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga profesional. 
d. Agar Departemen Agama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Nazhir mengenai soal-soal wakaf kontemporer (wakaf uang, surat berharga, haki dan sebagainya), serta meningkatkan kemampuan para Nazhir  dalam kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf
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